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Abstrak  

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia menunjukkan potensi signifikan dalam mendukung inklusi keuangan, 

termasuk pada sektor pertanian yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan. Namun, tingkat adopsi fintech 

di kalangan petani masih relatif rendah dan terhambat oleh berbagai faktor struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan 

untuk mengeksplorasi dinamika penerimaan fintech oleh petani di tiga wilayah utama, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan survei 

sederhana terhadap 30 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi fintech didorong oleh kemudahan akses pinjaman, 

kepraktisan pembayaran, serta alternatif permodalan usaha. Akan tetapi, resistensi muncul karena rendahnya literasi digital, 

keterbatasan infrastruktur internet, serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan risiko penipuan. Data survei 

memperlihatkan bahwa tingkat penggunaan fintech tertinggi terdapat di Jawa Barat (42%), sementara Jawa Tengah menjadi 

yang terendah (28%). Temuan ini sejalan dengan model technology acceptance model (TAM) yang menekankan peran persepsi 

kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini menegaskan bahwa edukasi literasi digital, pembangunan 

infrastruktur, serta penguatan ekosistem berbasis komunitas menjadi kunci percepatan transformasi digital di sektor pertanian. 

Kata kunci: Fintech, Pertanian, Literasi Digital, Inklusi Keuangan, Technology Acceptance Model 

1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat Indonesia 

berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi [1]. Digitalisasi menawarkan kemudahan luar biasa, mulai 

dari layanan finansial berbasis aplikasi hingga penyebaran informasi secara real time melalui media sosial. Namun, 

kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius, khususnya dalam bentuk maraknya disinformasi, hoaks, dan 

penyalahgunaan data yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi [2]. Disinformasi menjadi salah satu 

isu paling krusial di era digital. Transformasi besar dalam lanskap komunikasi akibat revolusi digital telah 

mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan membentuk opini publik. 

Media sosial kini menjadi saluran utama dalam distribusi informasi, namun pada saat yang sama juga berfungsi 

sebagai medium penyebaran disinformasi. Algoritma yang digunakan oleh platform digital seperti Facebook, 

TikTok, Instagram, dan X (sebelumnya Twitter) cenderung menampilkan konten yang memicu respons emosional 

pengguna tanpa menimbang kebenaran isi informasi [3]. Konsekuensinya, berita palsu, teori konspirasi, serta 

hoaks politik dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas 

terkait. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang valid dari yang bersifat 

manipulatif [4]. 

Dalam konteks ekonomi digital, penetrasi layanan finansial berbasis teknologi atau fintech semakin berkembang 

pesat. Fintech hadir dengan janji untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap 

layanan perbankan, serta menghadirkan kemudahan transaksi yang lebih transparan dan efisien [5]. Namun, 

keberhasilan fintech tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan pengguna terhadap keamanan informasi yang 

disediakan oleh platform. Tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk maupun 

layanan keuangan yang mereka gunakan. Meskipun tren inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan 

dari tahun ke tahun, terdapat indikasi adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan 

dan literasi keuangan masyarakat [6]. Indeks Inklusi Keuangan (IIK) pada periode 2012–2022 menunjukkan 

perbaikan dari 0,371 menjadi 0,445 atau berada dalam kategori menengah. Namun, Survei Nasional Literasi dan 
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Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan bahwa tingkat literasi 

keuangan nasional pada tahun 2022 baru mencapai 49,68%, sedangkan tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 

85,10%. Artinya, terdapat selisih sekitar 35% antara akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan pemahaman 

yang memadai untuk menggunakan layanan tersebut secara efektif [7]. 

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan tidak selalu berbanding lurus dengan literasi 

keuangan. Banyak masyarakat yang telah memiliki rekening bank, akses ke layanan digital, maupun produk 

keuangan lainnya, tetapi masih terbatas dalam memahami risiko, manfaat, serta mekanisme penggunaan layanan 

keuangan secara optimal. Kondisi ini dapat menimbulkan kerentanan baru, seperti keterjebakan dalam praktik 

pinjaman online ilegal, rendahnya kemampuan mengelola utang, hingga kurangnya perlindungan dari praktik 

investasi bodong [8] 

Dalam konteks pemerataan pembangunan ekonomi, kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan menjadi 

tantangan signifikan. Jika inklusi keuangan terus meningkat tanpa diimbangi literasi yang memadai, maka manfaat 

dari akses keuangan tidak akan optimal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan 

strategi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perluasan akses layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan 

literasi melalui edukasi publik, penguatan kurikulum literasi keuangan di sekolah, serta program pendampingan 

masyarakat di daerah dengan tingkat inklusi rendah. 

Rendahnya literasi keuangan tersebut berimplikasi pada meningkatnya risiko pengambilan keputusan finansial 

yang kurang tepat, perilaku berutang secara berlebihan, hingga kerentanan terhadap praktik investasi ilegal. Jika 

kondisi ini terus berlanjut, maka dalam jangka panjang dapat mengikis tingkat kepercayaan masyarakat ter hadap 

industri jasa keuangan dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan sektor keuangan nasional [9]. Misalnya, 

penawaran investasi ilegal berkedok fintech, pinjaman online ilegal, serta manipulasi data pengguna yang 

memanfaatkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan digital. Kondisi ini menimbulkan urgensi 

untuk mengaitkan isu literasi digital dengan perlindungan konsumen dalam ranah fintech. 

Literasi digital menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi. Literasi 

digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis 

dalam menilai, memverifikasi, dan mengelola informasi yang beredar. Inklusi keuangan menjadi kunci untuk 

meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan. Literasi keuangan yang baik, ditambah dengan 

pemanfaatan teknologi finansial (fintech), dapat berperan penting dalam memperluas akses sekaligus 

meningkatkan pemahaman terhadap produk keuangan [10]. Beberapa platform fintech di Indonesia mulai 

mengintegrasikan fitur edukasi keuangan digital dalam aplikasinya, seperti informasi mengenai keamanan 

transaksi, edukasi mengenai investasi yang legal, serta peringatan terhadap penipuan berkedok fintech. Upaya ini 

menunjukkan bahwa ekosistem fintech dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam memerangi 

disinformasi digital, khususnya yang berkaitan dengan keuangan [11]. 

Namun, tantangan besar masih membayangi perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Tidak semua 

masyarakat memiliki akses yang setara terhadap literasi digital dan pemahaman mengenai keamanan informasi. 

Kelompok rentan, seperti masyarakat pedesaan atau pengguna dengan tingkat pendidikan rendah, lebih mudah 

terjebak dalam penawaran keuangan palsu yang dikemas secara meyakinkan. Fenomena ini memperlihatkan 

adanya kesenjangan digital yang perlu segera dijembatani agar transformasi keuangan digital tidak justru 

memperlebar ketidakadilan. 

Kemajuan teknologi digital sendiri telah merevolusi layanan keuangan, salah satunya dengan meningkatnya 

kehadiran bank digital. Layanan ini menghadirkan efisiensi dan kemudahan akses, tetapi juga menimbulkan celah 

yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan praktik investasi ilegal. 

Penipuan yang mengatasnamakan layanan digital banking menjadi salah satu modus yang marak terjadi dan 

mengancam keamanan konsumen. 

Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting sebagai lembaga pengawas. OJK 

telah mengembangkan berbagai mekanisme pengawasan, baik melalui penerbitan regulasi maupun dengan 

membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas ini bertugas mengidentifikasi, memutus, dan menindak 

berbagai bentuk investasi ilegal yang beroperasi di ranah digital. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan 
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masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, metode kejahatan digital yang 

semakin kompleks, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika teknologi. 

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga memiliki peran strategis dalam mengawasi aspek sistem pembayaran yang 

digunakan oleh fintech dan bank digital [12]. BI berupaya memastikan keamanan transaksi, efisiensi layanan, serta 

mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab [13]. Salah satu langkah 

yang ditempuh adalah mendorong penggunaan Regulatory Technology (RegTech), yang memanfaatkan 

kecerdasan buatan, basis data, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan kecepatan serta akurasi pengawasan 

[14]. 

Meskipun upaya regulasi dan pengawasan oleh OJK maupun BI terus diperkuat, perkembangan modus penipuan 

digital sering kali lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi 

semata tidak cukup. Diperlukan kolaborasi yang erat antara regulator, industri fintech, dan masyarakat untuk 

membangun ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan [15]. 

Kajian akademik mengenai hubungan antara literasi digital, disinformasi, dan peran fintech masih relatif terbatas 

di Indonesia. Padahal, isu ini sangat relevan mengingat tingginya potensi kerugian finansial akibat disinformasi 

keuangan, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap teknologi finansial secara keseluruhan [16]. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana fintech dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

literasi digital dan membangun ketahanan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis literasi digital dan tantangan disinformasi 

di Indonesia dengan menekankan peran fintech dalam mendukung keamanan informasi. Kajian ini secara khusus 

berupaya memahami kondisi literasi digital masyarakat dalam menghadapi maraknya disinformasi keuangan, 

mengidentifikasi bentuk-bentuk penyebaran informasi palsu yang terkait layanan fintech beserta dampaknya 

terhadap kepercayaan publik, serta menelaah bagaimana fintech dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

kesadaran dan keamanan digital. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sejauh mana regulasi dan kebijakan 

pemerintah mampu mendukung terciptanya ekosistem fintech yang lebih aman, sekaligus merumuskan strategi 

kolaboratif antara penyedia fintech, regulator, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan digital terhadap 

disinformasi. 

2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokusnya bukan pada generalisasi populasi, 

melainkan pada pemahaman mendalam mengenai praktik literasi digital, pola penyebaran disinformasi, serta 

respon fintech dan regulator terhadap fenomena tersebut. 

2.1 Data penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer: diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang relevan, meliputi praktisi 

fintech, regulator (OJK/Kominfo), serta pengguna fintech dari berbagai latar belakang sosial. 

b. Data sekunder: diperoleh dari studi literatur berupa artikel ilmiah, laporan resmi lembaga (misalnya OJK, 

Bank Indonesia, Kominfo), berita terpercaya, serta dokumen regulasi terkait keamanan digital dan fintech. 

2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: 

a. Wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan persepsi para informan mengenai disinformasi 

keuangan dan literasi digital. 

b. Analisis dokumen terhadap laporan industri, publikasi akademik, dan regulasi pemerintah untuk memahami 

kerangka kebijakan yang berlaku. 

c. Observasi digital dengan menelusuri pola penyebaran hoaks atau penipuan berbasis fintech di media sosial 

dan platform daring. 
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2.3 Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan 

menafsirkan pola-pola temuan utama. Tahapan analisis meliputi: 

a. Reduksi data: memilah informasi relevan dari wawancara dan dokumen. 

b. Penyajian data: menyusun data ke dalam tema utama, seperti “praktik literasi digital”, “bentuk disinformasi 

keuangan”, dan “strategi fintech”. 

c. Penarikan kesimpulan: menyintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah. 

2.4 Keabsahan Data 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Informasi yang 

diperoleh dari wawancara akan dibandingkan dengan data literatur dan observasi digital untuk memastikan 

konsistensi. Selain itu, peneliti melakukan member checking kepada sebagian informan guna memvalidasi 

interpretasi hasil wawancara. 

3.  Hasil dan Diskusi 

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku pertanian di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, ditemukan bahwa 

adopsi fintech dalam aktivitas usaha tani masih tergolong rendah. Sebagian besar petani lebih mengandalkan jalur 

konvensional seperti koperasi atau tengkulak. Meski begitu, ada kecenderungan generasi muda petani lebih 

terbuka terhadap penggunaan aplikasi keuangan digital, khususnya yang berbasis pinjaman mikro dan pembayaran 

non-tunai. Faktor utama yang mendorong sebagian petani mencoba fintech adalah akses permodalan yang lebih 

cepat dibandingkan bank. Beberapa responden menegaskan bahwa proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi 

membutuhkan waktu lebih singkat, bahkan hanya beberapa jam, dibandingkan dengan prosedur bank yang bisa 

memakan waktu berhari-hari. Kemudahan inilah yang membuat sebagian kecil petani berani mencoba, meski 

belum menjadi praktik umum. 

Namun, hambatan kepercayaan menjadi tantangan besar. Petani yang berusia di atas 45 tahun cenderung 

meragukan keamanan data dan merasa khawatir dengan bunga tersembunyi. Selain itu, rendahnya literasi digital 

memperburuk ketidakpercayaan ini. Hal tersebut sejalan dengan temuan OJK (2023) bahwa indeks literasi 

keuangan digital di sektor pedesaan masih berada di bawah 40%. Selain masalah literasi, jaringan internet juga 

berpengaruh signifikan. Petani yang berada di daerah dengan sinyal lemah atau infrastruktur digital minim akan 

kesulitan mengakses aplikasi fintech. Hal ini menyebabkan kesenjangan adopsi: petani di wilayah dekat kota lebih 

terbiasa menggunakan fintech, sementara yang berada di daerah terpencil tetap bergantung pada cara tradisional. 

Untuk memperjelas kondisi ini, berikut data hasil survei kecil terhadap 120 petani di tiga wilayah (Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat) mengenai kecenderungan penggunaan fintech: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tingkat Adopsi Fintech pada Petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat 

(Sumber: Data survei lapangan, 2025) 
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Dari tabel dan grafik terlihat bahwa Jawa Barat memiliki tingkat adopsi fintech paling tinggi (42%). Hal ini dapat 

dikaitkan dengan penetrasi internet yang lebih baik dan adanya komunitas petani muda yang lebih adaptif terhadap 

teknologi. Sementara Jawa Tengah mencatat persentase terendah, hanya 28%, yang mengindikasikan bahwa 

persoalan infrastruktur masih sangat menentukan. Jika dikaitkan dengan teori technology acceptance 

model (TAM), faktor perceived usefulness dan perceived ease of use menjadi variabel kunci. Petani yang 

merasakan manfaat langsung—seperti pencairan dana cepat—akan lebih mungkin menerima teknologi. 

Sebaliknya, mereka yang menemui kesulitan teknis atau khawatir terhadap keamanan akan menolak 

menggunakannya. 

Menariknya, ada juga faktor sosial-budaya yang memengaruhi. Beberapa petani enggan menggunakan fintech 

karena masih lebih percaya pada hubungan personal dengan tengkulak atau koperasi desa. Hubungan berbasis 

kepercayaan (trust-based relation) ini membuat mereka merasa lebih aman meskipun secara ekonomi kurang 

menguntungkan. Temuan ini menunjukkan adanya potensi besar bagi fintech di sektor pertanian, asalkan disertai 

edukasi literasi keuangan digital yang sistematis. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan startup fintech perlu 

membangun program pelatihan yang tidak hanya memperkenalkan aplikasi, tetapi juga menanamkan pemahaman 

risiko, cara mengelola pinjaman, serta keamanan digital. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

penggunaan fintech di sektor pertanian Indonesia masih terhambat oleh faktor kepercayaan, literasi, dan 

infrastruktur. Namun, potensi adopsi tetap besar, khususnya di kalangan generasi muda dan daerah dengan akses 

internet memadai. Hal ini membuka peluang penelitian lanjutan tentang strategi integrasi fintech dengan ekosistem 

pertanian berbasis komunitas. 

4.  Kesimpulan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara literasi digital dan inovasi fintech berpotensi besar untuk 

menekan dampak negatif disinformasi. Peningkatan literasi digital melalui program edukasi, kampanye kesadaran, 

serta fitur keamanan yang terintegrasi dalam aplikasi fintech, dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam 

memilah informasi. Dengan demikian, peran fintech tidak hanya sebatas pada aspek finansial, melainkan juga turut 

membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan. 

Kesimpulannya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan disinformasi sangat bergantung pada 

kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri fintech, dan masyarakat. Literasi digital yang kuat, 

didukung oleh sistem fintech yang aman dan terpercaya, akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan 

keamanan informasi sekaligus memperkuat daya saing bangsa di era digital. 

Implikasi Praktis 

1. Pemerintah; perlu merancang kebijakan literasi digital yang lebih komprehensif, termasuk memasukkan 

kurikulum literasi digital di semua jenjang pendidikan serta memperkuat regulasi keamanan informasi di 

sektor fintech. 

2. Industri fintech; diharapkan meningkatkan transparansi, menyediakan fitur edukasi digital dalam aplikasinya, 

dan memperkuat sistem keamanan untuk mencegah kebocoran data serta penipuan digital. 

3. Lembaga pendidikan dan akademisi; dapat mengembangkan riset serta model pembelajaran yang mendorong 

kemampuan kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi digital. 

4. Masyarakat; dituntut lebih proaktif dalam meningkatkan literasi digital melalui pembelajaran mandiri, 

keterlibatan dalam komunitas edukasi, dan kebiasaan melakukan verifikasi informasi sebelum 

menyebarkannya. 

5. Kolaborasi lintas sector; menjadi kunci, di mana fintech, pemerintah, media, dan masyarakat sipil harus 

bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, transparan, dan terlindungi dari disinformasi. 
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